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LZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG 
BURUNGWALET 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT ASAMAN 

Menimbang 

a bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui DRD KabupAlen 
Asahan taggal 10 Mei 2000 menj«di Peratuman Daerah yakni Keptus Nomor 0 / 
SK /DPRD / 2000 dan telah ditetapkan menjadi Peraturn Daerh Kabupaten Asub4n 
oleh upati Ashen tnggal 10 Mei 2000, 

b. bahwa untuk mernberlakkan Porutursn Dao«ah tersebut bars dudangkn dl4an 
Lembara Daerh Kabupaten Ashan 

Mengingat 

I. Undng- Uadang Nmer 7 Drt Tahun 1956 tertang Pembent»la D@rah Oonon 
Kabupaten-Kabupaten lam Lingung Propinsi Sumatcr Lura (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 58) 

2Undong -Undang Nomor 4 Tahun 1982 tent»Ang Pokok-pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 ) 

3. Undang·Undang Nomor $ TAhun 1990 tentamg Konservmsi Samber Daya Alam 
Hayati dan eksistensinya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49), 

4. Lndang-UJndang Nomor 6 tahn 1994 tentang Pengesahan Konscrvasi Perseriktan 
Barga-Bangs mcngenpi Keanekaragaman Hsyati (Lembarn Negr Tatun 1994 
Nomor 4) 

5. Undang-Undang Noor 18 Tahun '997 tenang Pajak Dacrah dan Betibus Daenah 
(Lmbran Negara Tahun 1997 Nomor 42), 



6. Undn»Undang Nomor 22 Tahun 1999 tntang Pemerirahan Daerah (Lembaran 
Negara fhun 1999 N0mar 60) 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 29 Tahun 1986 tentag Analisa Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Tnhun 1986 Nomor 42 ) 

8. Peraturan Pemerntah Nomor 13 Tahun 1994 teniang Perburuan Satwa Bar 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Noor 68) 

9 Perturan Pemcrintah Nomor 20 Tahon 1997 tnfsag RRetnbus Daersh (Lem barn 
Negara Tahun 1997 Namor 55); 

10. Keputugn Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahu 1999 tentang Tehnik 
Pcnyusun Pcraturan Perudang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 
Rancangan Perturan Pcmerintah dan Rancangan Kcputusan Preside 

I. Peraturan Meten Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan 
Dae:rah, 

12. Perturan Menteni Dalamn Negeni Nomor 7 Tahun 1992 tentang [ta Cara Pendiria 
lzin Mandiikan Bangunan, 

13. Kcputusan Mcenteri Dalamn Negri Nomoe 174 Tahun 1997 tentang Tat Cara 
Pemungutan Retribusi Dacrah, 

4. Keputusan Mentci Dalam Negen Nomor 7I Tahun 1999 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 

I$. Perturan Daerah Kabupaten Asaban Nomor 7 TAhn 1988 tentang Ketentuan 
Penyidikan ates Pelnnggaran Peraturan Daersh;" 

Dengan Persetfun 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

M E M U T U S K A N  

Menetapkan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG LZIN DAN 
RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET 

BAB L 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dal»m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan 

l, Dueah adlah Kubu paten Asahan. 

2 Pemerintah Daerah adalsh Pemerintah Kabupaten Asahan 



3 Kepala Daerah Kabupatcn adalah Bupati Asahan 

• Das Pendapatan Daerh adalah Dnas Pendapatan Kabupaten 
Asa han 

5. Periznan tertentu adalah kegiatan tertent Pemerintah Daenah daam 
ragka pemberin izin kepads orang pribad ta bedan yang 
dmksudkn untuk pembnaan, pengataran, pengendahian dan 
pengawasa atas kegiatan pemanfaatan rung. penggunan umber 

daya alam, barang. prasaranan, sama tau fasihits tertentu guna 
me/indung kepentingan umum dan menjg kelesarin ling#ungan 

6. lzin adaah lzin yang dibenikan olch Kepala Daenah untuk setp 
bangunan lokasi yang akan, sdang atau telah, bak sengaja mapun 
dak sengaja dipcruntukkan cbagai Pemelolaan dan F engusahaan 

Sarang Burung Walet 

7. lzin ini dinamakn lzin Pengelolnn dan Pengusahaan Sarang Burung 
Wlet yang discbut juga dengan nma "lzin Pengelolaan dan 
Pengusahaan" 

8 I (satu) bush hzin Pengelolaan dan Pengusahaan adalah lzin yang 
dterbitkan fas sebuh bangunan yang akan, sedang dan telah 
ddink dengan luas lantai dasar make sir! 240 42 dengan ketntun 
lebat < (sama dengan atu lebih keeil) 4M dan ketinggian maksima 
scbageimena diatur dalam Pemturan Daerah Kb Asahan tentang 
Rencna Umum TL Rung 

9 Retnibusi Izin adalat jasa pehaygnan pemberian izin dun pendaftaran 
hang min yang diberikan Pemerintah Daenh kepads orang atau Bader 
Hukum yang kegiatan usahanya diloksi ertentu 

I0 Retribusi Penzinan tertentu adalah Retnbusi aas kegiatan tertentu 
Pemerintahan Daerah dalam pembnan izin dan tau pendaftran 
uhang izin oleh orang atau Badan Hukum yang dimnaksud untuk 
pembnaan pengaturan, pengendalian dan pengawsan atas kegiatan 
pemanfatan rung. penggunan Sumber Daya Alam Hayti, brang. 
saa tau fshits tenentu guna melindung kelestaria lingkungan 
alam dan sosial, 

I. Pengelolnan burg walet adahah mangkaisn pembinan habitat alamni 
dan populasi burung walet dihabitat alami dan diluar habitat ah4mi 
seperti dalam bangunan / rumah bajk sengaya attu tidak sengJ 

diperuntukkan untuk itu 

12. Burung walet adaah satwa yang termasuk marga collocelis yaitu 
collocelis fucblip haga, colloceli main, collocelis esculata dan 

collocclia linchi. 

3J. Habitat alami burung walet adalah ingkungan empat burung walet 
hidup dan berkembang secara nlmi. 

I4. Diluar habitat alami burung wlet adalah lingkungan tern pat burung 
walet hidup dan berkembang yang dipelihra dan dibudidayakan oleh 
Orang tau Badan Hukum dalam bangunan rumah/ gedung 

' 



IS. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasa hutan lindung, hutan 
produksi, kawasan suaka alam dn kawasan pelestarian alam. 

l6 Lokasr adalAh suatu kwsan dengan eini khas tertentu, balk dart, 
udara mapun diperiran yang mempunyai fungsi perhdungan sistem 
peryarggah ketdupan pengawctan keanckragaman penis tumbuhan 
dan satwa serta pemenfatan scaara lcstani $umber day lam hayati 
dan ckosistcmnya 

7Kwasan suk slam adalth kwassn dengan eiti khas tertentu, baik 
didaat mapun diperrn yang mempunyai furgst pokok sebagai 
kawasan pengwetan keanckargaan tum bu.ban dan saw yang J 
berfungsi scbagar wilyh sistem penyanggah kchidupan 

19 Pungutan adslah penis kutipan yang dilkukan otch Pemennuah Datrah 
dam mangka pemasukan uang bagi Kas Dactah karena jasa pelayanan 
pemberian tin oleh Kepala Dacrah 

20. Sumt Ketetapan Retribusi Dacrah untuk selnjury disingkat SKRD 
adaah Keputusan yang mcncntukan bcsarnya jumah Retribusi yang 
terutang 

2I. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk slanjutnya drsingkat SSRD 
adalah surat yang digunakn olch wapib retribusi untuk melakukn 
pembayaran atau prnyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah 
tau tempat lain yang drtetapkn olch Kepals Darah 

22 Surat Ketetapan Reribus Daenah Kurang Dyar untuk selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah K~putusan uang menentukan besarnya 
jumlah Retribusi yang tcrutang, jumlah kredit retribusi, jumlah 
Kckurangan pemba yarn pokok retribusi, besarny« sank si admiristrast 
dan jumlth yang masuh hatus dibya 

23. Surat Keetapan Retribus Danh Kurang Byr Tmbah untuk 
sclanyutnya disingkat SKRDKBT Adahah Keputan yang menentukn 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetpkn 

24 Surat Ketctopan Retribusi Dacrah Lcbih Bayar untuk selanyutnya 
disingkat SKRDLB adahah Keputuasn yang menentulan jumlah 
kelcbihan pembayaran retribusi karena juamlah kredit retribusi lebih 
besat dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selnjutnya disingkt STRD 
adalah Surat untuk melakukan taghan retnbusi dan atu saniksi 
administrasi berupa bunga atau dend 

26. Penyidik tindak pidana di bidnng retribusi Dacmah adalah scrangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeni Sipil yang 
sclanytnya discbut Penyidik, untuk mencari serta mengum pu)kan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terng tndak pidaa dibidang 
reinibusi Daerah yang terjadi serta menemukn tersangkanya 

' 



BAB IL 

BANGUNAN PEMERINTA! DAER AH, KAWASAN HUTAN 
NEGARA, KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN 

KONSER VASI 

Psl 2 

(I)Bungunan Pemenntah Daenah, Kawasan Hut Negan, Kwas 
Suaks Alam dan Kawasan Konservasi, yang dhumi dan bersarang 
padanya burung walet pengeclolaan dan pergusahaannye olch 
Pemerintah Dacrah. 

(2)Untuk melaksanakn ketcntuan scbagaman diatur dlam pasal 2 ayaf 
(I) Perturan Daerah ini ditctapkan berdsarkan Kcputusan Kcpala 
Dae rah 

BAB JI 

KEINDAHAN KOTA 

Past 3 

(l) Untuk menjaga dan memingkatkan kerndthan dan kenyamnanan kota 
bangunan lanti I dan 2 yang dipcruntukkan untuk pengelolan dan 
pengotahan sarang burung wlet dianyurkan drtempati, dihuni dan 
atau diusahi dan wajib diperbust sedemilia fupa dengan mer bunt 
jendel dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal 

• 

(2)Yang dimaksud ditcmpati, dihuni dan atu diusaha scbagaman 
ditur dalam pasal 3 ayat (I) Peraturan Daerah ini slain dani 

pengelolaan dan pengusashaan sarang burung walet 

BAB IV 

CIRL-CIRI ATAU TANDA-TANDA 

BANGUNAN' RUANGAN PERUNTUKAN 

Passl 

(I)Ciri-cini tau tanda-tanda bangunan / rangan peruntukan pengusahaan 
dan pengclohaan sarang burung wlet adaah sebagai benkut 
a Bangunan diperbuat dengn bertingkat 
b Diperbuat lobang angin guna sirkulasi udam yang berbeda dengan 

rumah tempat ting@ bisa 

c. Lanti / dinding paling atas diperboat lobang sederikian pa 

sebagai tempat keluar masuk burung walet 
d Setip dalam ruangan bagian atas dihuat lintangan atau berbentuk 

rak dari kayu / almanium untuk tempat bersarang walet 
e. Tands-tand lain yang diperbuat guns merngsang masuknya 

burung walet spun bermsiny burung wlet 

5 



(2) Bunyi-bunyian, tape tau kaset harus dimatikan pada saat ibadah, 
kemalangan disekitarnya dan alam hari 

(3) Orang «tau Badan yang memiliki lzin Pengelolaan dan Pengusahan 
Sarang Burung Walet wajib membuat tulisn ats Merek sebaga 
berikut "Dagunan untuk Pengelolaan dan engusahaan Sarang 
Burung Walet, Lin Bupati Asahan Nomor, Tanggal dan Tahun 
enerbitan Lin 

AB V 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal S 

(I) Sectiap orang atau adan Hukum Publik / Pivat yang akan tau tell 
melkukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha walet di 
Kabvpaten Asahan wajib meriliki izin 

(2) Untuk memperoleh izn sebagaimanan dimaksud pad pasal 5 ayat (I) 
yang brkepentingan hsrus mengajukan permohonan tertulis kepada 
Kepala Daerah diatas Keras bermeterai secukupny 

(J) Dalam Surat permohonan terscbut harus dicantmknn dcngan jchas 
mama, alamat, pekerjpan, jemis usaha serta luas ruangan/ bangunan dan 
kctinggan bangunan yang pergunakan untuk sarang burung wact. 

(4) Pejabat / Instasi / Tim yang ditctapknn dengan Keptusan Kcpala 
Dacrah untuk melaksanakan Peraturan Dacrah ini sebelum 
memproses perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk study 
kelayakan 

(5) lzi hays dapat diberikan kcpada orang ±tau Badan hukum yang 
kcgiatan usahanya tidak mengganggu ietenteraman, ketertiban, 
keschatan maupun lingkurgan hidup 

(6) Obick in adalah semua jenis bangunan / rumah / Gua yang akan 
atau telah duperuntukkan sebagar terpat pengelolan dan 
penguasahaan sarang burng walet yang bends dram Kabupaten 
Asahan 

Pasal 6 

(I) Tats cera dan syarat permohonan izin dan proses pendaftaran lang 
izin pengclolaan dan pengusahaan sarang bunmng walet ditctapkan oleh 
Kepala Daerh sesuai denga ketcntuan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Setiap proses permohonan izin wajib membayar biya scbagai berikut 
a Untuk setiap lzin Pengclolaan dan Penusahasn atas Bangunan 

yang telah bersarang didalamnya burung walet dan telsh 
menghasilkan (brproduksi) scbesar Rp. 3.500.000,- (tig Ju1a 

ima ratur ribu rupiah) 

6 



h Uhntuk sctap lain Pengelolaan dan Pengutahaan as Bangunan 
yang telah bcrsarang didalamnya burung walet tetapi beum 
enghasilkan (berproduksi) sebesar RRp. I.900.00, (situ juts 
hma matus bu rupiah) 

c hntuk sctap 'zin Pengcio,an dar Pengasaban as Bangunan 
btu / lama yang be/um bersarang di daimya burung walet dan 
diprntukkan untuk pengclolan dan pengusaban sarang burung 
wlet scbesr Rp L,000.000, (satu juts rupiah) 

d ntgk setian [in Pengeioian dan Pengusaban tas Gedung l 

bargunan yarng akan didirikan y40g durakudk untul 
pcgeolian dan pcgusa baa rang bung valet sbelum proses 
permohonan penerbitan lzin Mendinka Bangunn (4~) ALA 
nama perohon, schenoya wajib memilili iin pengelolaan dar 
pnguse haan burung wale dcngan bys izin sebesat Rp 
000,000, (satu juta rupiah) 

e. Untuk setiap lzn Pengclolan dan pengusahaan atas Bangunan 
yang scdang didirikan / dibangun wajib memiliki izin pengelolaan 
dan pengusahaan burung walet dengan biaya sebesar Rp 
.000.000, (satu ta rpiah) 

(3) Persentase uang perangsang kcpade instansi pengelolt ebagaimana 
diatur dalam papal 6 ayat (2) Peraturan Dara.h ini ditctapkan dalam 
Kputusan Kcpala Daerah 

Pasal 7 
• 

lzin scbagaimana dimaksud dalam pass S ( I )  Pernatumn Daersh ini heny 
berlaku bagi pemcgang in dan tidak dpat dipinduh tnganika kepadi 
orang lain atu BAdan Hukum tanpa mend#pat persetujun tertulis dari 
Kepela Dacrah, 

AB VI 

KETENTUAN WAKTU IZIN DAN 
KETENTUAN TANDA TERIMA 

ass! 8 

(I) lzin yang dimaksud dalam pasal () Peraturan Daer.h ini berlaku 
selams Pengelolaan dan Pergusahaan walet terebut masih berjalan. 

(2) Izin scbagaimana terscbot dalan pasal S ayat (I) ini wjib dafar ulang 
setiap tahun dalam rangka pcngendalian dan pengawasan oleh Kepale 
Daerah 

(3 Pendafaran ulang dilaksonakan selambat-iambatry setiap tanggl 
penerbitan iin anpa dipungut bay6ran 

(4) Senua ponerimaan biya izin, bi@ye bahik narne diberian and 
tenime yang bertuk dan warnanya ditetapkan plch Kepale Denah 

' 



(5) Scmua pencrimaan scbogaimana dimaksud dalum pasal 8 ayat (4) 
distar ke Kas Dacrah melalui Dinas Pendapatan Daerh 

BAB VI 

KETEN'TUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN 

PENGELOLAAN DAN PNGUSAHAAN 
SARANG BURUNG WALET 

Pasal 9 

(I) Setinp macnpcrlas bangunan sarang burung walet wajib melapor 
kcpada Kcpals Daerah untuk perubatan izin, 

(2) Tisp-uiap pergahihan sarang burung walet darike pihsk lain dikenakn 
biaya sebesat Rp. 2.500,000,- (dua juta lira mtus ribu rupiah). 

BAB VIE 

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN TZIN 

(I)Kepala Dacrah dapat mcrcnbut dan mcmbalksn izin yang diterbitkn 
apabila 

Ketertiban umum, kcamanan, kesehaten lingkngan masyart.kat 
terganggu 

b. Ses&orang au Badan Hukum scbagai pemegang izin tidak 
memcnuhi dan mematuhi ketentun yang berlaku 

¢. Pemegang izin tidak membayer retribusi izin lewat dari pada satu 
nhun 

d. Lebih dari 6 (enam) bula izin tidak dipergunakan, make izin batal 
dan pemegang izin menycrahkan kembali izin kepadau Kepala 
Dacrah 

e. Memindah tangarkan izin kepada pihak lain taapa persetujuan 
Kepala Dacrah. 

f Apabila Pemerintah Dacma menentukan pcruntukan Jain terhadap 
lokasi djmaksud urtuk pembangunan ataupun saran« umun 

lainnya. 

(2) Untuk menindak lanjuti pasal 0 yat (I) uf "A gd Peturn 
Daerah ini, Kcpala Dacrah dapat melakukan peryegelan 

I 



BAB IX 

KETENTUAN PENGGANTIAN ZIN 

Pasl IH 

Orang tau Baden Hukum yang telah memilikr zn dengan mar lzin 
Pengkaran Burung Layang-layang (Walet), setelah keluarmy Perturan 
Darb mi diwajibkan mengganti izin untuk menyesutikan perizinan 
deng Peraturan Daerah ini dengan ketentuan biys sebagairman diatur 
dalan pasal 6 nyat (2) Hurf " a " , , ¢ " , " d  dun e Peraturn Daerah 
f 

AB X 

KETENTUAN RETRIBUSI LZIN 

Pasal 12 

(I) Rebus izin adalah playanan yang diberikan ates pemberian izin 
prgelolan dan pngusahaan sarang burns wlet tau pendafaran 
ulg 

lembayarn Retribusi dilaksanakn setiap tahun 

Pas«l 13 

Subjek Retnibs adalah orang atu Badan Hukum yang mendapat dan tat 

mew:peroleh irin pengclolaan dan pengusahan sarang burung walet 

AB XI 

KETENTUJAN GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

Retribusi lzin pengclolaan dan pengusahaan sarang burung wlet termasuk 
golongan retribusi perizman tertentu 

BAB XI 

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dam pal 12 Perturn 
Dacrah ini didasarkan pada perhitungan scbagai benikut: 

' 



a. UWntak setiap fzin Pengelolaan dan Pcngusahaan atas Bangunan yang 
bersarng dialamnyn burung walet dan telah berproduksi / 
menghasilkan dengan perhitungen kurun waktu I (satu) tahun 
bcsarnya retribusi yang dibayar scbagai berikur 

sld2 Kg R 1000 000, 

-2,00 sld4 Kg Rp. 2000.000,­ 
- 4 , 0 0 s / d 6  Kg Rp 4.000.000,­ 
->6,00/d8 Kg Rp. 6.C00.000,­ 
->6,00s/d I0Kg R. 8 000.000,­ 
- 10 Kg kcatas yaitu setiap kclebiban 0,I Kg dkahikan Rp 100 000,­ 
(Seratus ribu rupiah) 

b. Urtuk sctap lzin Pengelolaan dan Pengusahaan atlas Bangunan yang 
bersarang didelamnya burng walet dan belum bcrproduksi besarnya 
retribusi yang wajib dibayar scbesar R 350.000,- (iga ratus Lima 

puluh ribu rupiah) 

c. UJntuk setiap izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan bar 
lama yang diperuntukkan untuk pengclolaa dan pengusahaan sarang 
burung walet dan bclum bersarang didalamnya burung walet besarnya 
retribasi yang wajib dibayar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) 

d Untak sctiap lain Pengclolaan dan Pengusahaan yang tciah 
diicciuarkan atas bangunan yang dipruntukkan untuk pengelolaan dan 
pengusahaan sorang burung walet dan pembangunannya sedang 
berlangsung besarnya retribusi yang wajib dibayar Rp. 100.000,­ 
(scratus ribu rupiah) 

Pasal 16 

Pungutan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perturan Dacrah ini 
disetor kt Kas Daerah mclalui Bendaharawan Penerima Dinas 
Pendapatanan Kabupaten Asa ban 

BAB XII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 17 

Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD 

BAB XIV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 18 

Wilayah pemungutan retribusi izin prngclolaan dan pengusahaan sarang 
burung walet adalah Daerah Kabupaten Asahan 



' • 

BAB XV 

TATA CARA PEMBA YARAN 

as! 19 

(I)Pembayaran retnibust yang ertang harus dluna» sckahigas 

(2) Retnbusi yang tentang dilunasr selambat-lambatnya 5 (limn belts) 
hani kerja terhitung sejak tanggal diterbitinny SKRD 

(J)Tua cata pembayarn, peyetorn dan tmpat pembyarn retrbusi 
diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah 

AB XVI 

PENGURANGAN KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

(I) Keala Death dapat membenka pengurngan, kerning«nan dan 
pembebasan retribusi 

t2) Tata car pengurangan, keringan den pembcbasan retribusi 
scbagaimans dimaksud pad yat (I) drtctapkn olch Ke pal Dacrah 

AB, XVIL 

KADALUARSA 

Pssal 2 

Peagthan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangks waktu 3 (tiga) 
tahun terhi tung sejak saat terhutangnya retribusi kccuahi apabila wajib 
retnbusi melakukan tindak pidana dibidang reinbusi, kdalursa penagihn 
retnibusi scbagaiana dimaksud pasal ini tertang&uh pabile 

Diterbitk Surat teguran at 

b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wjib retribusi bk largsung 
maupun fidak langsung 

BAB XVII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
RETRIBUSI YANG KADALUARSA 

Pasal 22 

(I)Pitang retnbust yang tidak mungkin ditag lag karen hak untuk 

mclakukn penagihan sudah kadalursa dapat diha pus 

(2)Kepala Daerah menciapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi 
Dacrah yang sudah kadalnrsa sebagaimanae dimaksud yat (I) pasal 
ini 



BAB XIX 

KETENTUAN PIDANA 

Pas 23 

(I) Sescotang tau Badan Hukum scbagai pengclola dan pengusaha 
sasag burung walet yang menunda pembayman Retribusi izin sarang 
burung walet Icbih 15 (Lima belas) hai kens sampar dcngan 6 (enam) 
buln dari tanggal yang tchah ditetpkan, schingga mergikan 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) 
bula atau denda paling banyak 2 (dun) kali jumlah Retribusi 
terutang 

(2) Ses&orang atau Badan Huk um scbagai Pengelola dan pengusaha 
sarang burung walet yang menunda pembayatan retribusi lewat dari 6 
(cnam) bulan sampai dengan I (satu) tahun dan tanggal yang tciah 
ditetapkan schingg mcrugikan Kcuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama (cnam) balan dan denda paling banyak 4 

(cmpat) kali retnbust tcrutang. 

Pas«d 24 

Barang siapa yang mclakukan pclanggaran crhadap ketcntuan yang 
tercantum dalame Peaturn Daerah imi slain Pata! IS huef A,b, dun d 
diancam hukuman dengan hukunman kurungan paling lama 6 (cnam) bulan 
atau dcnda paling banyak Rp.5.000 000, (lima juta rupiah) demgan 
merampas barang tertentu mntuk Daerah 

BA XX 

KETENTUAN PEN YIDIK 

Pasal 25 

Selin Pejabat Penyidik yang bergs menyidik tindak pidana, 
penyidikkan atas tindak pidana scbagaiman tersebut dalmn Peraturan 
Danh ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengawas Pegawai 
Negeni Sipit dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya 
ditetapkan scsui dengan Peraturan Pcrundang-undngan yang berhaku 

Pu«al 26 

Dalam mclaksanakan tugas penyidikkan, maka pajabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil mempunyai wewenang scbagai berikut; 

a Menerima laporan atau pengaduan dari sescorang tcntang adanya 
tindak pidana. 

b. Melakukan tindakkan pertama pg#a saat itu ditcmpat kejadian dan 
melakukn pemcniksaan 

¢. Menyuruh berhenti scseorang tersangks dan memeriksa tanda 
poagenal dani tersangka 

d Melaukan penyit@an benda dan tau surat 



e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

f Memeriksa ditempat kejadian 

g Mendatangkan tenag ahli yang diperlukan dalam hal yang ad 
huburgaaya dengan pemeriksaan 

h. Mengadakan penghcntian penyidikkan setch mendapat petunjuk dari 
penyidik, bahwa tidak terdapat cu'up bukti atau peristiwa tersebut 
bukan mcrupakan tindak pidans dan sclanjutnya melalui penyidik 
ncmbcritahukan hal terscbut kepada Perun'ut Umuum, tersangka a0au 
kcluaqganya 

i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum 
dapat dipertangsung jawabkan 

BA XXL 

KETEN TUAN PENUTUP 

as 27 

(1) Dengan berlakunya Perturan Daerah ini, maks semua ketentuan yang 
mengatur tentang sarang burvng wlet dinyatakan dicabut dan tidak 

beraku hagi. , 

2) Hal-hal yang bclurm diatur dalam Peraturan Daerh ini sepanjng 
mergensi pelaksanaannya kn diatur lebih lajut oleh Kepala Daerah. 

Pasl 28 

Orang atau Badan Hukum yang telah atau sedang mendinkan bangunan 
dan diperuntukka sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung 
W«let, sclambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Perturan Daerah ini 
diterbitkan harus telah memiliki izin. 

ll 



'asal 29 

Peraturaa Daerah imi bcrlaku pada tanggal di Undangan 

Agar sctiap orang dapat mengctahuiya, mcmcrintahkan Pengundanga 
Pertuzan. Dacrah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Asahan, 
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